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<p>Masalah asas praduga tak bersalah dalam hubungannya dengan pemberitaan media massa bukan hal
baru. Sudah sering dilakukan diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam suatu seminar.
Namun demikian masih terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut dalam suatu pernberitaan oleh
media massa.</p>

<p>Segjauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan di dalam masalah
yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehinggaterjadi ketidak pedulian masyarakat terhadap asas
tersebut, kecuali apabilaterjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpadirinya.</p>

<p>Asas tersebut dianut di Indonesiamelalui ketentuan yang terdapat di dalam pasal 8 Undang-undang No.
14 Tahun 1970 tentang. Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan K ehakiman yang mengatakan:</p>
<p>Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan,
wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang. menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p>

<p>Meskipun tidak secara eksplisit .menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam pasal 66
Undang-undang No. 8. Tahun 1981 tentang Kitab. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana
dikatakan:</p>

<p>Tersangka atau terdakwa: tidak dibebani kewajiban pembuktian'</p>

<p>Sedangkan di dalam penjeiasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal. 66 KUHAP.
tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga.tak bersalah.</p>

<p>0Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. hukum pidana, banyak
pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum
pidana.</p>

<p>Berbeda dengan di dalam sistem hukum yang digunakan di Amerika Serikat, banyak asas yang
berkaitan dengan hak terdakwa dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusinya. Sehingga bukan sgja
tentang hak warga secara menyeluruh, akan tetapi hak warga yang disangka atau diduga telah melakukan
kejahatan, diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Dengan demikian merupakan ketentuan yang amat mendasar
dalam kehidupan hukum negara tersebut. Amandemen pertamadari konstitusi Amerika menjamin tentang
kebebasan mengel uarkan pendapat, yang dapat dihubungkan dengan kebebasan pers.</p>
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